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PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA 





Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepala desa dalam 
pengelolaan aset desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu narasumber 
(informan), tempat (peristiwa), dandokumen. Teknik pengumpulan data observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data model 
interaktif. Teknik analisis data model interaktif digunakan untuk membandingkan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi 
sumber pengumpulan data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan 
aset desa telah dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. 
Kepala desa menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa yaitu prosedur yang 
ditetapkan kepala desa salah satunya sewa tanah kas desa warga cukup di data nama, 
alamat serta pekerjaannya. Kepala desa juga menetapkan pembantu pengelola dan 
pengurus aset desa yaitu kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat 
desa.Kepala desa menetapkan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset 
desa yaitu penggunaannya ditetapkan setiap satu tahun sekali pada akhir bulan 
Agustus sedangkan pemanfaatannya untuk disewakan masyarakat sedangkan untuk 
pemindahtanganan aset desa belum ada. Kepala desa menetapkan kebijakan 
pengamanan aset desa salah satunya dengan buku data inventaris desa yang berisi 
jenis barang atau bangunan, meliputi: kursi sofa, kipas angin, papan monografi, dan 
lain sebagainya. Kepaladesa mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan  
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah pengadaan aset 
desa dilaksanakan berdasarkan transparan dan terbuka sedangkan pemindatanganan 
dan penghapusan aset desa belum ada. Kepala desa menyetujui usul 
pemindahtanganan dan penghapusan aset desa belum ada. Kepala desa menyetujui 
usul pemanfaatan aset desa dapat dilakukan selama aset desa tidak dipergunakan 
langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan pemanfaatan aset 
desa dapat berupa sewa. 
 




This study aims to describe the role of village head in asset management of 
Gagaksipat village, Ngemplak sub-district, Boyolali regency. Sources of data in this 
study are classified into 3 types, namely informants (informants), places (events), 
and documents. Observation data collection techniques, interviews, and 
documentation. Data analysis techniques use interactive model data analysis. 
Interactive model data analysis techniques are used to compare observations, 
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interviews, and documentation. Data validity uses triangulation of data collection 
sources and triangulation of data collection techniques. 
The results of this study indicate that the role of village head in village asset 
management has been done by the village head, village secretary, and village 
apparatus, among. The village head determines the policy of village asset 
management ie the procedure established by the village head, In the data name, 
address and work.The village head assigns the assistant manager and the village asset 
manager that is the village head assisted by the village secretary and village 
apparatus. The village head determines the use, utilization and alienation of the 
village asset, ie the use is determined once every year at the end of August while the 
utilization is for the lease of the community whereas for the alienation of the village's 
assets does not yet exist, the village head determines the policy of securing the 
village's assets one by means of a data book of village inventory containing the type 
of goods or building, including: sofa chair, fan, monograph board, and so forth.  
Village heads propose proposed procurement, transfer and elimination of village 
assets through strategic deliberation of village asset procurement implemented on a 
transparent and open basis while village asset delineation and removal is not yet 
available.The village head approved the proposal for the alienation and removal of 
village assets. The village head approves the proposed use of village assets as long as 
the village assets are not used directly to support the administration                                
of the village administration and the use of village assets can be rent. 
 




Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Sedangkan pemerintahan 
desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 
6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). 
Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan 
pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari 
desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa 
sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. 
Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan 
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dalam menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya pengelolaan aset desa pada 
khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,  karena belum adanya 
pedoman pengelolaan yang memadai. Berdasarkan informasi awal penyelenggaraan 
fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa baru sebatas  pada pencatatan saja. 
Hasil penelitian Ganiger (2006) berjudul People’s Participation in Village 
Assets Development in Karnatakamenunjukan bahwa pada masa lalu berbagai skema 
pemerintah telah diluncurkan namun karena kurangnya partisipasi dari masyarakarat 
menyebabkan skema dan program menjadi macet atau tanpa perkembangan progresif 
maupun parsial. Pembangunan dalam beberapa dekade terakhir dianggap penting 
melibatkan partisipasi masyarakat, bahkan menjadi keharusan bagi pengembangan 
wilayah manapun daerah pedesaan. Fokusnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan desa menjadi penting. 
Keberhasilan pengelolaan aset desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. 
Di Desa Karnataka partisipasi masyarakat dimulai penentuan pihak yang terlibat 
yaitu hanya orang desa setempat, bukan orang luar.  Proses pengembangan desa 
dilakukan oleh warga setempat sedangkan orang luar hanya bisa membantu seperti 
memberikan beberapa petunjuk dan dorongan untuk desa tersebut, sebaliknya orang-
orang dari desa  tersebut memiliki semangat kemandirian dan saling kerjasama untuk 
meningkatkan akuntabilitas, lembaga-lembaga publik yang  akan lebih transparan 
dalam operasi,  sehingga akan memungkinkan warga yang ada di bawah dapat 
menggunakan sumber daya, dan menyediakan jalan yang lebih jelas untuk 
penyelesaian keluhan.  
Hasil penelitian Keerthi dkk (2014) berjudul Mahatma Gandhi National Rural 
ActImpact on Rural Asset Creation: a study in two villages of Prakasam District of 
Andhra Pradesh, Indiamenunjukkan bahwa Pemerintah India menciptakan UU 
bersejarah, Jaminan Ketenagakerjaan Mahatma Gandhi National Rural Act 
(MGNREGA) 2005, untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, 
yang menjamin setiap orang di desa negara itu selama 100 hari,dijamin haknya untuk 
bekerja. Fokusnya pada survei primer yang mendalam di dua desa di kabupaten 
Prakasham dari Andhra Pradesh, dan efektivitas Mahatma Gandhi NationalRural Act 
dalam menciptakan aset dari tingkat individu, masyarakat, keuangan dan aset 
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ekonomi dibuat program di lokasi penelitian yang dipilih. Studi ini menemukan 
bahwa orang menghabiskan upah tambahan untuk bahan dasar rumah tangga, 
kebutuhan pangan, dengan pembelian berbagai makanan yang dibutuhkan untuk 
keluarga, dan untuk membeli kerbau dari tabungan hasil bekerja. Beberapa orang 
menghabiskan upah pendapatannya untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya 
dan meningkatkan kualitas hidup untuk masa depan. Berdasarkan temuan empiris 
penelitian merekomendasikan untuk meningkatkan penciptaan aset dan keberlanjutan 
aset untuk manfaat yang lebih luas kepada masyarakat desa. 
Hasil penelitian Kurosaki (2004) berjudul Dynamics of Livelihood Structure 
and Assets in Village India menunjukkan bahwa keberhasilan struktur mata 
pencaharian dan aset di desa India tergantung pada  alokasi sumber daya antar waktu 
dalam jangka panjang, cenderung mengarah pada peningkatan pendapatan, 
konsumsi, demografi, dan aset yang tujuannya untuk individu maupun rumah tangga 
yang telah diidentifikasi. Sedangkan tidak berhasilnya dipengaruhi oleh 
ketidaksetaraan peningkatan aset, maupun ketika ekonomi desa memasuki periode 
transformasi yang cepat dan dinamis, akan terjadi kesenjangan ekonomi ditunjukkan 
oleh perkembangan dan pasar keuangan bahwa terjadi penurunan konsumsi gandum 
untuk orang miskin akibat pertumbuhan ekonomi. 
Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, 
tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan 
milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa (UU 
No. 6 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 1). Ketika aset desa sudah diketahui, maka kebijakan 
pembangunan bisa terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki 
desa, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa dapat terlihat 
sebaliknya tanpa aset maka desa tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki serta 
peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa tidak terlihat. 
Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian 
hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai 
(Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3). Kepala desa sebagai pemegang 
kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan 
aset desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa 
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mempunyai wewenang dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset 
desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan 
penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan 
pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan 
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui 
usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan 
menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan. Tujuan penelitian 
ini untuk mendeskripsikan aset desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali, untuk mendeskripsikan pengelolaan aset desa Gagaksipat Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali, untuk mendeskripsikan kendala pengelolaan aset 
desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, dan untuk 
mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan aset desa Gagaksipat 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
Kepala desa dan perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa. 
Salah satu aspek strategis tersebut adalah melakukan inventarisasi, mengelola dan 
memanfaatkan aset desa. Aspek strategis di desa, penambahan atau pelepasan aset 
desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala desa. Desa yang memiliki aset 
yang kaya ditambah dengan sikap kepala desa yang semena-mena bisa 
mengakibatkan terlepasannya aset desa kepada pihak lain yang tidak berkepentingan 
dan menyalahi prosedur, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa, maka 
dari itu identifikasi dan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa aset desa 
sebagai kekayaan desa tidak disalahgunakan pemanfaatannya. Guna mencapai 
kesejahteraan masyarakat, maka aset desa diletakkan sebagai sumber kehidupan 
bersama, sehingga aset desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk semua 
masyarakat desa sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.  
2. METODE  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa 
kalimat atau kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati serta 
mempertimbangkan asumsi dari pendapat orang lain yang disebut sebagai 
narasumber. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak 
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Kabupaten BoyolaliDesa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
Tahapan pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan 
penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak 
bulan April sampai bulan Juli 2017. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data menggunakan analisis 
data model interaktif. Teknik analisis data model interaktif digunakan untuk 
membandingkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber pengumpulan data dan triangulasi teknik 
pengumpulan data. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi aset desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Aset 
atau kekayaan desa yang dimiliki desa Gagaksipat antara lain  tanah kas untuk 
sumber pendapatan pemerintah desa yang dapat disewakan untuk masyarakat desa.  
Tanah bengkok terbagi atas tanah bengkok untuk kepala desa, tanah bengkok untuk 
sekretaris desa tanah bengkok desa, tanah bengkok untuk kaur pemerintahan, tanah 
bengkok untuk kaur pembangunan, tanah bengkok untuk kaur kesejahteraan rakyat, 
dan tanah bengkok untuk kepala dusun I,II,III, IV diperoleh sebagai gaji untuk 
kepala desa dan perangkat desa Gagaksipat atas pekerjaan yang telah dilakukan 
selain tanah ada juga bangunan dan barang seperti  kantor desa, dan balai desa 
Gagaksipat, komputer, laptop, printer, lemari, meja kursi dan lain sebagainya, juga 
memiliki aset bergerak yaitu sepeda motor yang dipakai oleh kepala desa. 
3.1 Pengelolaan aset desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 
Pengelolaan aset desa Gagaksipat yang dimaksud adalah peran kepala desa 
dalam mengelola aset desa Gagaksipat yaitu rangkaian kegiatan mulai dari 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, 
pengawasan, dan pengendalian aset desa yang dimanfaatkaan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. 
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Pengelolaan dimaksud baik mengenai tanah bengkok, tanah kas, dan barang atau 
bangunan yang dimiliki desa Gagaksipat. 
3.1.1 Kepala desa menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa  
Kepala desa menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa yaitu prosedur kepala 
desa dalam menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa yang diselenggarakan 
pemerintahan desa seperti halnya persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk 
sewa menyewa tanah kas desa prosedur yang ditetapkan kepala desa salah satunya 
dalam sewa menyewa tanah kas desa Gagaksipat warga cukup dengan di data nama, 
alamat serta pekerjaannya dan dilakukan dengan cara lelang yang dihadiri warga 
desa Gagaksipat di balai desa Gagaksipat warga yang berani menawar harga tinggi 
menjadi pemenang lelang tanah kas desa yang diadakan satu tahun sekali pada akhir 
bulan Agustus. 
3.1.2 Kepala desa menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa. 
Kepala desa dalam pengelolaan dan pengurusan aset desa dibantu oleh 
perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa selaku pembantu pengelolaan aset 
desa dan unsur perangkat desa sebagai petugas/pengurus aset desa. kepala desa 
dalam pengelolaan dan pengurusan aset desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri 
dari sekretaris desa selaku pembantu pengelolaan aset desa dan unsur perangkat desa 
sebagai petugas/pengurus aset desadengan mengajukan permohonan penetapan 
penggunaan aset desa yang diperoleh dari APBDesa.  
3.1.3 Kepala desa menetapkan penggunaan, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan aset desa 
Kepala desa berwenang dan bertanggungjawab menetapkan penggunaan aset 
desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi, status penggunaan aset desa  ditetapkan setiap tahun dengan 
keputusan kepala desa, menetapkan pemanfaatan aset desa dengan melakukan 
penyalagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemillikan. 
Penggunaannya ditetapkan setiap satu tahun sekali pada akhir bulan Agustus. 
Pemanfaatannya untuk disewakan masyarakat bahwa ada surat perjanjian sewa tanah 
kas desa Gagaksipat antara Bapak Suparno selaku kepala desa  sebagai pihak kesatu 
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dengan Bapak Muh. Annas Nur selaku petani atau penggarap sebagai pihak kedua 
sedangkan untuk pemindahtanganan aset desa belum ada.  
3.1.4 Kepala desa menetapkan kebijakan pengamanan aset desa 
Kepala desa menetapkan kebijakanpengamanan aset desa Gagaksipat salah 
satunya dengan buku data inventaris desa yang berisi jenis barang atau bangunan, 
meliputi: kursi sofa, kipas angin, papan monografi, kursi busa merah, jam dinding, 
papan monografi PKK, papan uraian tugas, kursi plastik, lemari PKK, laptop, dan 
lain sebagainya. 
3.1.5 Kepala desa mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan  
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah 
Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, 
transparan dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, pengadaan 
barang/jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman 
pada ketentuan perundang-undangan, sedangkan pemindatanganan dan penghapusan 
aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah belum ada. 
3.1.6 Kepala desa menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset 
desa 
kepala desa menyetujui usul bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi 
tukar-menukar, penjualan aset desa dapat dijual apabila aset desa tidak memiliki nilai 
manfaat dan nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, 
penjualan aset dilakukan melalui penjualan langsung dan lelang dan penghapusan 
aset desa adalah kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data  
inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan 
barang. Buku data inventaris desa yang menunjukkan menyetujui usul 
pemindatanganan dan penghapusan aset desa belum ada di desa Gagaksipat 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
3.1.7 Kepala desa menyetujui usul pemanfaatan aset desa 
Kepala menyetujuiusul pemanfaatan aset desa dapat dilakukan selama 
penyalagunaan aset desa tidak dipergunakan langsung untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan ditetapkan dalam peraturan desa serta tidak 
mengubah status kepemilikan dan bentuk pemanfaatan aset desa dapat berupa sewa. 
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3.2 Kendala pengelolaan aset Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali 
Kendala pengelolaan aset desa merupakan masalah atau hambatan yang 
dihadapi pemerintah desa. Kendala pengelolaan aset desa yang dialami di Desa 
Gagaksipat  diantaranya sebagai berikut. 
3.2.1 Kendala penetapkan kebijakan pengelolaan aset desa 
Kendala penetapkan kebijakan pengelolaan aset desa Gagaksipat salah satunya 
terletak pada proses pelelangan tanah kas desa dimana pelelang tidak berani 
melelang dengan harga yang tinggi sehingga pendapatan atau pemasukan desa tidak 
maksimal. 
3.2.2 Kendala menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa 
Kendala menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa hampir tidak 
ada karena semua sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing baik sekretaris desa 
tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis 
administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa,dan lain sebagainya, 
kaur pemerintahan tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, 
menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah kepala desa serta mendistribusikan 
tugas tersebut pada masyarakat, dan lain sebagainya. 
3.2.3 Kendala penetapkan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset 
desa 
Kendala dalam penetapkan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan 
aset desa yang dialami di desa Gagaksipat meliputi penetapkan penggunaan aset desa 
belum ada kendala karena telah  ditetapkan setiap satu tahun sekali secara pada akhir 
bulan Agustus. Kendala penetapkan pemanfaatan aset desa salah satunya sewa tanah 
kas desa oleh masyarakat terkadang pemenang lelang tanah kas desa tidak membayar 
secara lunas namun di cicil tanah kas desa yang disewa sehingga pendapatan yang 
diperoleh pemerintah desa kurang maksimal. Sedangkan kendala penetapkan 





3.2.4 Kendala penetapkan kebijakan pengamanan aset desa 
Kendala dalam penetapkan kebijakan pengamanan aset desayang dialami di 
Desa Gagaksipat hampir tidak ada kendala karena barang atau bangunan milik desa 
sudah dicatat dalam buku data inventaris desa Gagaksipat. 
3.2.5 Kendala mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan  penghapusan 
aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah 
Kendala dalam mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan  
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarahyang dialami di 
desa Gagaksipat hampir tidak ada kendala karena pengadaan aset desa dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing 
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan 
peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, 
sedangkan pemindatanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis 
melalui musyawarah belum ada atau belum pernah terjadi. 
3.2.6 Kendala penyetujuan usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa 
Kendala penyetujuan usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa 
belum ada atau belum pernah terjadi.
 
3.2.7 Kendala penyetujuan usul pemanfaatan aset desa 
Kendala menyetujuan usul pemanfaatan aset desa hampir tidak ada kendala 
karena selama ini aset desa tidak dipergunakan langsung untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak akan mengubah status kepemilikan 
sesuai dengan peraturan desa dan bentuk pemanfaatan aset desa meliputi sewa. 
3.3 Solusi dalam mengatasi kendala pengelolaan aset desa Gagaksipat Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali 
Solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan aset desa yang dialami di Desa 
Gagaksipat  diantaranya sebagai berikut. 
3.3.1 Solusi dalam mengatasi kendala penetapkan kebijakan pengelolaan aset desa 
Solusi dalam mengatasi kendala penetapkan kebijakan pengelolaan aset desa 
Gagaksipat yaitu dengan cara musyawarah bersama di balai desa agar masyarakat 
bisa melelang tanah kas desa hasilnya bisa tidak terlalu rendah sehingga dapat 
menguntungkan kedua belah pihak yaitu masyarakat dan pemerintah desa. 
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3.3.2 Solusi dalam mengatasi kendala penetapkan pembantu pengelola dan 
pengurus aset desa 
Solusi dalam mengatasi kendala penetapkan pembantu pengelola dan pengurus 
aset desa meningkatkan kinerja tugas dan wewenangkarena semua sudah sesuai 
dengan tugasnya masing-masing baik sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur 
pembangunan, dan kaur kesra dan sudah berjalan dengan baik. 
3.3.3 Solusi dalam mengatasi kendalapenetapkan penggunaan, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan aset desa 
Solusi dalam mengatasi kendala penetapkan penggunaan, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan aset desa yang dialami di desa Gagaksipat meliputi penetapkan 
penggunaan aset desa belum ada solusi  karena selama ini belum ada kendala 
ditetapkan setiap satu tahun sekali secara rutin pada akhir bulan Agustus.Solusi dalam 
mengatasi kendala penetapkan pemanfaatan aset desa salah satunya sewa tanah kas 
desa oleh masyarakat ditunggu sampai masa sewa habis selama 1 tahun sedangkan 
solusi dalam mengatasikendala penetapkan pemindatangan aset desa belum ada karena 
selama ini belum ada pemindatangan aset desa. 
3.3.4 Solusi dalam mengatasi kendala penetapkan kebijakan pengamanan aset desa 
Solusi dalam mengatasi kendala penetapkan kebijakan pengamanan aset desa 
yang dialami di desa Gagaksipat tidak ada solusi sebab hampir tidak ada kendala 
karena barang atau bangunan milik desa sudah dicatat dalam buku data inventaris 
desa Gagaksipat. 
3.3.5 Solusi dalam mengatasi kendala mengajukan usul pengadaan, 
pemindahtanganan dan  penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui 
musyawarah 
Solusi dalam mengatasi kendala mengajukan usul pengadaan, 
pemindahtanganan dan  penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui 
musyawarahyang dialami di Desa Gagaksipat tidak ada solusi sebab hampir tidak ada 
kendala karena pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, 
efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif, sedangkan 
pemindatanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui 
musyawarah belum ada. 
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3.3.6 Solusi dalam mengatasi kendala penyetujuan usul pemindahtanganan dan 
penghapusan aset desa 
Solusi  dalam mengatasi kendala penyetujuan usul pemindahtanganan dan 
penghapusan aset desa, tidak ada solusi karena penyetujuan usul pemindahtanganan 
dan penghapusan aset desa belum ada atau belum pernah terjadi. 
3.3.7 Solusi dalam mengatasi kendala penyetujuan usul pemanfaatan aset desa 
Solusi dalam mengatasi kendala penyetujuan usul pemanfaatan aset desa, tidak 
ada solusi karena selama ini aset desa tidak dipergunakan langsung untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak akan mengubah status kepemilikan 
sesuai dengan peraturan desa dan bentuk pemanfaatan aset desa meliputi sewa. 
 
4. KESIMPULAN 
Aset atau kekayaan desa yang dimiliki desa Gagaksipat antara lain  tanah kas, 
tanah bengkok, selain tanah ada juga bangunan dan barang seperti  kantor desa, dan 
balai desa Gagaksipat, komputer, laptop, printer, lemari, meja kursi dan lain 
sebagainya, juga memiliki aset bergerak yaitu sepeda motor yang dipakai oleh kepala 
desa. 
Pengelolaan aset desa Gagaksipat yang dimaksud adalah peran kepala desa 
dalam mengelola aset desa Gagaksipat yaitu rangkaian kegiatan mulai dari 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, 
pengawasan, dan pengendalian aset desa yang dimanfaatkaan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. 
Pengelolaan dimaksud baik mengenai tanah bengkok, tanah kas, dan barang atau 
bangunan yang dimiliki desa Gagaksipat. 
Solusi dalam mengatasi kendala penetapkan kebijakan pengelolaan aset desa 
Gagaksipat yaitu dengan cara musyawarah bersama di balai desa agar masyarakat 
bisa melelang tanah kas desa hasilnya bisa tidak terlalu rendah sehingga dapat 
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